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KATA PENGANTAR 

  

 

 

Itab di tangan anda adalah buku hari 

ini dan di masa depan. Digitalisasi 

pemerintahan daerah adalah jawaban 

atas problem pelayanan pemerintahan di 

level bawah. Kita tak mungkin lari 

menghindari loncatan revolusi teknologi 

yang kian menyentuh semua aspek 

kehidupan. Kita tak mungkin hanya 

menyaksikan, justru dengan terpaksa turut 

mengambil bagian. Dan untuk terlibat di 

tubir layanan digital itu, kita tentu saja 

butuh buku ini sebagai panduan merancang digitalisasi pemerintahan 

di masa depan. 

Dalam konteks itu digitalisasi pemerintahan menjadi perhatian 

serius. Keseriusan itu setidaknya didorong oleh pertama, tekanan 

global yang menerpa di hampir semua strata pemerintahan, baik 

pusat maupun daerah. Kedua, evolusi pelayanan pemerintahan baik di 

level paradigma, maupun teknis layanan. Ketiga, tantangan dan 

peluang yang dihadapi dalam pelayanan itu sendiri. Ketiga hal itu 

menjadi alasan kuat mengapa digitalisasi pemerintahan, khususnya di 

daerah penting ditelaah lebih jauh. 

Perubahan paradigma layanan publik melalui prinsip-prinsip 

good governance hanya mungkin direalisasikan lewat digitalisasi di 

lingkungan pemerintahan. Transparansi, efisiensi, efektivitas, serta 

kepastian hukum dapat diwujudkan apabila tersedia infrastruktur 

teknologi yang dapat dioperasikan langsung. Tanpa semua itu, 

prinsip-prinsip pelayanan yang baik tetap saja menjadi konsep dan 

teori kosong.  

Paradigma pemerintahan kini tampak ikut melaju. Namun 

realitas kita masih saja di bagian terbelakang. Merangkak pelan 

K 
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dengan berbagai teknologi sebagai alat untuk mempermudah. Salah 

satunya lewat digitalisasi pemerintahan. Pengaruh pergeseran 

paradigma dari apa yang disebut revolusi industri oleh Friedrich 

Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad 19 telah 

sampai pada ujungnya, revolusi industri 4.0 hingga 5.0. 

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip agile governance, dibutuhkan 

banyak faktor sebagai upaya menciptakan lingkungan kondusif. Salah 

satunya penyiapan regulasi sebagai landasan pijak. Pada tahap 

berikutnya bagaimana merancang organisasi yang dapat mewadahi 

semua perubahan dimaksud. Upaya ini setidaknya dapat menjadi 

bagian penting dalam mempertanggungjawabkan berbagai layanan 

berbasis transaksi elektronik dimana dan kapan saja. Dengan begitu 

tindakan para administrator tak hanya memenuhi aspek materil, juga 

terlindungi secara formil. Bukunya ini mengingatkan kita pada bagian 

kedua. 

Pada tingkat implementasi, digitalisasi pemerintahan 

membutuhkan roadmap sebagai dasar perencanaan makro, meso dan 

mikro guna mencapai tujuan ideal. Peta jalan digunakan sebagai alat 

pandu mencapai target jangka panjang, menengah dan pendek. Dalam 

hal ini peta jalan harus dapat memberi batas horison terkait 

kewenangan pusat dan daerah sebagai subjek dan objek dalam 

praktek digitalisasi pemerintahan. Dengan kewenangan, pemerintah 

dapat menjalankan berbagai program dan kegiatan tepat waktu.  

Kewenangan memberi kesempatan untuk mendesain organisasi 

yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Sebab sebaik 

apapun model pelayanan sebagai produk manusia, Ia hanya mungkin 

direalisasikan dalam ruang pemerintahan apabila setiap entitas 

memiliki kewenangan yang cukup. Kewenangan itu setidaknya 

memungkinkan bagi setiap entitas pemerintah melakukan berbagai 

hal sesuai porsi dan kebutuhan.  

Pada tahap selanjutnya pemerintah dapat meningkatkan sumber 

daya manusia sehingga proyek digitalisasi pemerintahan tak sia-sia. 

Organisasi masyarakat kompetensi sumber daya manusia yang ketat. 

Dalam hal ini kapasitas aparatur perlu di upgrade selain integrasi data 

dan keamanan nasional. Pelaksanaan digitalisasi pemerintahan 
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setidaknya menguatkan fungsi hakikinya sebagai pelayan, serta 

menempatkan masyarakat selaku pengambil manfaat akhir.  

Ide penyederhanaan pelayanan publik kini menjadi harapan 

setiap pemerintahan. Dalam konteks itu bagaimana tata kelola 

pelayanan publik dilakukan sehingga diperoleh kepuasan. Tata kelola 

tak hanya dimaksudkan meraih tujuan efektif dan efisien, juga 

menjamin kepastian hukum. Selain itu tata kelola perlu dilakukan 

mengingat dinamika dalam ekologi pemerintahan. Untuk maksud itu 

tata kelola perlu dilakukan melalui perubahan manajemen dari level 

tertinggi hingga rendah. Dalam makna luas meliputi struktur, kultur, 

dan prosedur. 

Harus diakui, buku ini tak sekedar memperlihatkan motivasi soal 

mengapa digitalisasi pemerintahan terutama di daerah urgensi 

dibutuhkan, landasan konseptual teoritik, serta bagaimana 

pelaksanaan tata kelola di level terbawah, juga contoh-contoh konkrit 

sebagai hasil studi empirik yang dapat langsung di uji-petik oleh 

mereka yang berkepentingan dengan isu ini. Buku ini tak hanya 

menawarkan konsep, juga mendorong kita berangkat ke aplikasi 

sesungguhnya. 

Tentu saja bagian ini menurut saya sangat bermanfaat dalam 

mengembangkan kebijakan digitalisasi pemerintahan tanpa dipaksa 

menyalin mentah-mentah, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

daerah. Sebuah aplikasi teknologi boleh saja memberikan keuntungan 

di level tertentu, namun boleh jadi tidak untuk daerah lain. Ia 

seringkali membutuhkan waktu, pendekatan, keramahan, sekaligus 

pola tertentu agar adaptif. 

Hasil-hasil analisis dari praktek perbandingan tersebut kiranya 

dapat menjadi masukan guna merancang langkah maju di masa depan. 

Langkah tersebut tidak hanya seperangkat kebijakan yang dilakukan 

sesegera mungkin, juga kecenderungan dan rekomendasi yang perlu 

diperhatikan bagi pengembangan digitalisasi pemerintahan. Dengan 

demikian, apa yang menjadi maksud dan tujuan digitalisasi 

pemerintahan di daerah tak hanya dapat diterima, juga memberi 

faedah bagi kemaslahatan manusia. 

Akhirnya, saya patut mengapresiasi penulisan buku ini, yang 

tidak saja padat, juga runtut sebanyak tujuh bab. Bab-bab itu 
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diperjelas lewat pembahasan pada sub-sub bab. Di luar kelemahan 

buku ini yang mungkin dapat anda temukan secara tak sengaja, saya 

mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Dr. Hary Mulya dan Sdri. Sisca 

Septiani, yang telah melengkapi literatur di rak buku pemerintahan, 

khususnya digitalisasi pemerintahan di daerah. 
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PRAKATA 
 

 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan 

Buku berjudul "Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis untuk 

Integrasi dan Optimasi Good Governance" merupakan hasil dari 

perenungan panjang dan penelitian mendalam tentang bagaimana 

digitalisasi dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan tata kelola 

pemerintahan yang baik di tingkat daerah. 

Digitalisasi pemerintahan bukan hanya sebuah tren, tetapi sudah 

menjadi kebutuhan yang mendesak di era modern ini. Dalam buku ini, 

penulis berusaha menyajikan konsep digitalisasi dalam berbagai 

aspek pemerintahan daerah, mulai dari konteks dan evolusi pelayanan 

publik di era digital, peran teknologi informasi, hingga tantangan dan 

peluang yang ada. Selanjutnya, buku ini juga mendalami landasan 

teori dan konseptual good governance dalam kaitannya dengan 

digitalisasi, strategi implementasi, peningkatan layanan publik, tata 

kelola dan manajemen perubahan, hingga analisis kasus dan langkah 

kedepan untuk masa depan digitalisasi di pemerintahan daerah. 

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga 

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini. Kepada 

para ahli dan praktisi di bidang digitalisasi pemerintahan yang telah 

berbagi pengetahuan dan pengalamannya, para rekan-rekan kerja 

yang telah memberikan insight berharga, serta keluarga yang selalu 

memberikan dukungan moral dan motivasi. 

Harapan penulis, buku ini dapat memberikan wawasan baru dan 

menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi, 

dan siapapun yang berkepentingan dalam mengimplementasikan dan 

mengoptimalkan digitalisasi untuk mencapai good governance di 

pemerintahan daerah. Mari kita bersama-sama membangun masa 
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depan digital di pemerintahan daerah yang lebih integratif, optimis, 

dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 
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BAB 1 

DIGITALISASI 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

 

A. Konteks Digitalisasi dalam Pemerintahan 

Digitalisasi dalam konteks pemerintahan merupakan sebuah 

transformasi yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas 

layanan publik. Studi oleh Panggabean & Meilani (2023) menyoroti 

bagaimana digitalisasi pelayanan publik telah membawa perubahan 

signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, Pangandaheng 

et al. (2022) menekankan perlunya menciptakan nilai publik dalam 

transformasi digital pemerintahan untuk memperkuat ekonomi, 

administrasi, dan demokrasi. 

Implementasi digitalisasi juga memerlukan kesiapan dan 

peningkatan pengetahuan, seperti yang disoroti oleh Hasanuddin et al. 

(2022) dalam konteks kesiapan digitalisasi sekolah. Selain itu, Nursin 

et al. (2023) menyoroti pentingnya penerapan administrasi 

pemerintahan desa berbasis digitalisasi 4.0 untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Selain itu, strategi 

digitalisasi ekonomi kerakyatan juga menjadi fokus, seperti yang 

dibahas oleh (Mandira & Kusuma, 2022). Mereka menyoroti 

pentingnya menganalisis kebijakan dan strategi digitalisasi untuk 

mempersiapkan ekonomi kerakyatan menghadapi era digitalisasi. 

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi juga berperan dalam 

pembangunan infrastruktur, seperti dalam agenda pembangunan 

PLTN (Hariyadi, 2017). Studi ini menunjukkan bahwa digitalisasi 

tidak hanya berdampak pada efisiensi pemerintahan, tetapi juga pada 

sektor pembangunan infrastruktur yang vital. Dengan demikian, 
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pemerintah dari mana saja dan kapan saja, mengurangi kebutuhan 

untuk kunjungan fisik ke kantor pemerintahan yang seringkali 

memakan waktu dan sumber daya. Hal ini secara signifikan 

meningkatkan kemudahan akses bagi warga negara, termasuk 

kelompok marginal yang sebelumnya mungkin mengalami kesulitan 

dalam mengakses layanan pemerintah. Lebih jauh, digitalisasi 

memungkinkan integrasi layanan lintas sektor dan lembaga, 

menciptakan sebuah ekosistem pelayanan publik yang terpadu. 

Dengan memanfaatkan basis data terpusat dan sistem informasi yang 

terintegrasi, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih 

koheren dan terkoordinasi, menghindari duplikasi kerja dan 

meminimalisir birokrasi yang tidak perlu. Selain itu, digitalisasi juga 

mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

pemerintahan. Dengan memudahkan akses informasi publik, 

masyarakat dapat lebih mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi 

kinerja pemerintah. Ini mendorong pemerintah untuk bekerja lebih 

bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi 

masyarakat. 

Pada proses digitalisasi, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi 

kunci. Pemerintah dapat memanfaatkan platform digital untuk 

menggalang masukan dan partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas 

kebijakan yang dibuat tetapi juga memperkuat legitimasi dan 

dukungan masyarakat terhadap pemerintah. tetapi, tantangan dalam 

digitalisasi pelayanan publik juga tidak dapat diabaikan. Isu keamanan 

data dan privasi menjadi perhatian utama, memerlukan pengelolaan 

dan perlindungan data yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan 

informasi pribadi warga negara. Selain itu, kesenjangan digital antara 

berbagai kelompok masyarakat juga perlu diatasi, memastikan bahwa 

semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan 

digital. 

Pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya yang cukup 

dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan 

komunikasi, serta dalam pelatihan sumber daya manusia yang 

kompeten dalam bidang TI. Kebijakan publik yang mendukung 

inisiatif digitalisasi, termasuk regulasi yang memfasilitasi inovasi 
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digital dan kerjasama dengan sektor swasta, juga menjadi faktor 

penting dalam kesuksesan transformasi digital di sektor publik. 

Kesuksesan digitalisasi pelayanan publik juga tergantung pada 

kemampuan pemerintah untuk mengadopsi pendekatan berbasis 

pengguna, memastikan bahwa desain dan implementasi layanan 

digital benar-benar memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. 

Ini berarti memahami pengalaman pengguna dan secara terus-

menerus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan 

layanan digital. 

Digitalisasi pelayanan publik harus dianggap sebagai proses 

berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian reguler. 

Teknologi terus berkembang, dan demikian pula harapan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah perlu terus 

menerapkan pembelajaran dan adaptasi dalam strategi 

digitalisasinya, memastikan bahwa layanan publik tetap relevan dan 

efektif dalam memenuhi kebut. 

 

 

C. Peran Teknologi Informasi di Pemerintahan Daerah 

Pada era globalisasi dan revolusi digital saat ini, Teknologi 

Informasi (TI) telah menjadi katalis utama dalam meningkatkan 

kinerja dan efektivitas pemerintahan daerah. Keberadaan dan 

penggunaan TI dalam berbagai aspek pelayanan publik menawarkan 

kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Contoh nyata dari implementasi TI dapat dilihat melalui 

pengembangan aplikasi online untuk berbagai kebutuhan masyarakat, 

mulai dari pengurusan izin usaha, pembayaran pajak, hingga akses 

terhadap layanan kesehatan. Lebih dari itu, TI juga memainkan peran 

penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah daerah melalui publikasi informasi secara online dan 

sistem pengaduan masyarakat yang memudahkan dialog antara 

warga dan pemerintah. 

Teknologi Informasi (TI) telah terbukti meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas operasional pemerintah. Pengotomatisasian proses 

manual yang memakan waktu dan sumber daya, seperti e-office, e-
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budgeting, dan e-procurement, mengurangi beban kerja dan 

memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih strategis. Sistem 

komunikasi internal dan platform kolaborasi online telah mengubah 

cara instansi pemerintah berkoordinasi dan berkomunikasi, 

memecahkan silo operasional yang sebelumnya menghambat sinergi 

antar-departemen. 

Peran TI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

proses demokrasi dan pembangunan daerah juga tidak bisa dianggap 

remeh. Dengan forum online, e-musyawarah, dan e-voting, masyarakat 

diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan kebijakan dan perumusan program pembangunan. Ini, 

bersama dengan peningkatan akses informasi publik dan transparansi 

pemerintahan melalui website resmi dan media sosial, memperkuat 

fondasi demokrasi yang sehat dan inklusif. Dalam konteks 

peningkatan daya saing daerah, TI menyediakan platform yang efektif 

untuk mempromosikan potensi daerah kepada investor dan 

wisatawan. Dari website pariwisata hingga aplikasi mobile untuk 

wisatawan dan platform e-commerce untuk produk lokal, TI membuka 

pintu bagi daerah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan 

kerja, sekaligus meningkatkan reputasi dan daya tarik daerah di mata 

dunia. 

Beberapa contoh penerapan TI yang telah dilaksanakan di 

berbagai pemerintahan daerah mencakup sistem e-government yang 

mengotomatisasi proses administrasi pemerintah, e-planning untuk 

perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, dan e-budgeting 

untuk pengelolaan anggaran yang lebih transparan. Sistem e-

procurement memastikan pengadaan barang dan jasa pemerintah 

dilakukan dengan cara yang akuntabel, sementara e-learning dan 

sistem informasi publik secara signifikan meningkatkan kualitas 

pendidikan dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. 

Namun, transisi menuju pemerintahan daerah yang didigitalisasi tidak 

tanpa tantangan. Keterbatasan infrastruktur TI di beberapa daerah, 

kurangnya keterampilan dan pengetahuan TI di kalangan aparatur 

pemerintah, kebutuhan akan pendanaan yang cukup untuk 

pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TI, serta kebutuhan 

akan sistem keamanan siber yang kuat merupakan beberapa 
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Dengan demikian, sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih 

efektif untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih 

strategis. 

Kekhawatiran timbul bahwa dengan adanya perkembangan 

teknologi informasi yang pesat, manusia dapat tergeser atau 

tergantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Meskipun demikian, 

peran manusia dalam pemerintahan daerah tetap penting dalam 

mengelola dan mengawasi implementasi teknologi informasi. Manusia 

masih diperlukan dalam membuat keputusan strategis, menafsirkan 

data, dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Untuk 

menghadapi tantangan ini, pendekatan yang seimbang antara 

teknologi dan manusia harus diambil. Penting bagi pemerintah daerah 

untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan TI di 

kalangan pegawai pemerintah, sehingga mereka dapat mengelola dan 

memanfaatkan teknologi secara efektif. Selain itu, regulasi dan 

kebijakan yang tepat juga diperlukan untuk memastikan bahwa 

teknologi informasi digunakan secara etis dan bertanggung jawab, 

dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan 

lingkungan. Dengan pendekatan yang berfokus pada inklusi, 

pemerintah daerah dapat memastikan bahwa perkembangan 

teknologi informasi dapat mendukung pembangunan yang 

berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak. 

 

 

D. Tantangan dan Peluang dalam Digitalisasi 

Digitalisasi telah menjadi kata kunci dalam era modern, 

menjanjikan transformasi besar dalam cara pemerintah dan 

masyarakat berinteraksi. Namun, perjalanan menuju digitalisasi 

penuh bukanlah tanpa rintangan. Tantangan yang muncul seringkali 

kompleks, mencakup aspek teknis, sosial, dan kebijakan. Di sisi lain, 

peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi untuk meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik adalah signifikan, 

memberikan motivasi kuat untuk mengatasi hambatan yang ada. 

Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi adalah 

keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN 

KONSEPTUAL 
 

 

 

 

A. Definisi dan Dimensi Good Governance 

Good governance adalah tata kelola yang baik dalam suatu negara 

atau organisasi. Hal ini mengacu pada proses pengambilan keputusan 

dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

bersama. Good governance juga merupakan konsensus yang dicapai 

oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut United 

Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997, good 

governance dipahami sebagai cara bagaimana kekuasaan digunakan 

untuk mengelola sumber daya sosial dan ekonomi guna mendukung 

pembangunan. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, 

partisipasi, dan supremasi hukum menjadi landasan utama dalam 

menjalankan pemerintahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

World Bank pada tahun 1992. Joseph Stiglitz, seorang ekonom 

ternama, pada tahun 2002 menyatakan bahwa good governance 

seharusnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu 

untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Dengan 

demikian, pandangan ahli dari berbagai lembaga dan disiplin ilmu 

menekankan pentingnya good governance dalam memastikan 

pemerintahan yang efektif, adil, dan berorientasi pada pembangunan 

serta kesejahteraan masyarakat. 

Tata kelola yang baik mengacu pada pelaksanaan tanggung jawab 

yang efektif, transparan, dan akuntabel baik di sektor publik maupun 

swasta. Ini melibatkan keberadaan lembaga yang efisien dan 
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EPILOG 

 

 

 

Buku Mas Harry dan Sisca, Digitalisasi 

Pemerintahan Daerah 
 

Oleh: Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si. 

 

 

Sebulan lalu, Dr. Harry Mulya Zein mengirimkan potongan judul 

dan daftar isi buku bertajuk Digitalisasi Pemerintahan Daerah. Ia 

dosen tetap IPDN yang pernah malang-melintang di Pemda dan 

Komisi ASN. Beliau menuntut saya memberikan kata pengantar 

pendek dalam waktu sekejap.  

Saya menawar testimoni, menimbang draft tak terkirim utuh 

sebagaimana buku yang pernah saya beri pengantar. Beliau tak 

bergeming, tetap minta kata pengantar. Saya mengalah, mencoba 

mengabstraksi bab dan subbab dengan menghubungkan satu sama 

lain seperti membangun Jembatan Indiana Jones antara Depok-Jakarta 

di Sungai Ciliwung. 

Buku Mas Harry dan Sisca tak hanya menawarkan konsep teoritis 

sebagai landas pikir, juga manajemen dan strategi teknis yang diambil 

dari sana-sini, termasuk komparasi praktikal di sejumlah daerah. 

Buku semacam itu tentu jarang, apalagi ditulis dalam bingkai 

pemerintah daerah sebagai fokus dan lokus penceritaan. Upaya itu 

patut diapresiasi agar landing di bumi, bukan di awang-awang. 

Tentu saja buku itu disiapkan olehnya agar menukik tajam di 

daerah. Agar sampai, Ia butuh sitasi pembaca yang tau manfaat 

digitalisasi di ranah itu. Maklum, terlalu banyak institusi pendidikan 

menjadikan isu digitalisasi, namun alih-alih melahirkan produk 

konkrit untuk diterapkan, konsep digitalisasi pemerintahan pun 

kadang terasa kabur. 
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Kita sadar betul bahwa generasi x adalah kelompok imigran 

digital. Mas Harry tentu bagian dari itu. Uniknya, Ia malah 

mengkhawatirkan implikasi atas ketidaksiapan Pemda menerima 

konsekuensi. Mungkin itu alasan mengapa Ia menulis Digitalisasi 

Pemda, yang saya sendiri pun kurang yakin soal penguasaan digital 

penulis, apalagi berselancar di media sosial yang sesak oleh penetrasi 

influencer & buzzer. 

Buku ringan itu tentu saja mudah dibaca. Boleh dibilang hanya 

ringkasan, atau semacam executive summary yang memudahkan praja 

menyelesaikan bacaannya. Saya tak yakin bisa dijadikan bantal tidur 

di Kelas Majapahit atau Kasepuhan, menimbang tipisnya buku itu. Mas 

Harry sengaja agar praja tak terbebani. 

Membaca buku bagi praja tentu perilaku langka. Jangankan 

diminta membeli, dikasih percuma pun belum tentu dibaca. Angka 

literasi kita memang di bawah standar. Rangking 60 dari 61 negara 

(WMLT, 2016). Rupanya, upaya membebankan pengetahuan pada 

Mbah Gugel tak hanya melanda siswa, juga guru dan dosen. Otak kita 

mulai jarang digunakan, kecuali menghamba pada gadget. 

Tuna literasi membuat pengetahuan kita terpotong-potong. 

Parahnya, limbah hoax meluap ketimbang esensi ilmu pengetahuan. 

Atas nama efisiensi dan efektivitas, digitalisasi tak luput dari 

pelemahan di daerah. Di luar nilai positifnya, digitalisasi pun 

membuka peluang pengangguran, manipulasi, kecurangan, fiktif, 

bahkan tipu daya. 

Praktek itu tak perlu dicari jauh-jauh. Aplikasi layanan presensi 

kantor bisa dimanipulasi, angka nominal anggaran dapat disesuaikan, 

rekapitulasi kinerja dapat dikunci agar selaras antara input dan 

output. Algoritma diakui buatan manusia. Sama halnya digitalisasi di 

daerah. Ia bergantung pada admin, the man behind the gun. 

Terlepas dari itu, buku Mas Harry ibarat lentera kecil yang 

membimbing praja memasuki eranya sebagai gen z. Tantangan itu 

butuh keterampilan super inovasi, agar problem di daerah cepat 

diatasi. Kendatipun buku ini tak sepenuhnya menjelaskan panjang kali 

lebar, namun Harry telah mengambil prakarsa untuk menambah 

literatur pemerintahan. 
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Ini applied theory dari teknologi pemerintahan sebagaimana 

pohon ilmu kybernologi Talizi. Digitalisasi pemerintahan 

menunjukkan pada kita bagaimana layanan dipuaskan lewat jari-

jemari, dari maya ke realitas empirik, dari garis horison ke pelupuk 

mata, dari waktu lama ke sebentaran, bahkan dari pembebanan ke 

pembebasan. Demikianlah cara praktis teknologi berkontribusi di 

dunia pemerintahan. 
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GLOSARIUM 

 

 

D 

Digitalisasi = Proses mengubah informasi dari format fisik menjadi 

format digital, memungkinkan informasi tersebut lebih mudah 

diakses, disimpan, dan dikelola melalui sistem komputer. 

 

E 

E-government: Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah 

untuk menyediakan informasi dan layanan publik kepada masyarakat. 

 
G 

Good governance = Prinsip tata kelola yang baik, meliputi 

akuntabilitas, transparansi, efisiensi, responsivitas, keadilan, dan 

inklusivitas dalam pengelolaan dan pemerintahan. 

 
I 

Integrasi Layanan Publik Digital = Penggabungan berbagai layanan 

publik dalam platform digital untuk memudahkan akses dan 

meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. 

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) = 

Fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk teknologi informasi dan 

komunikasi, termasuk hardware, software, jaringan, dan data center. 

 
K 

Kapasitas SDM = Kemampuan sumber daya manusia yang tersedia 

dalam organisasi atau institusi, termasuk keterampilan, pengetahuan, 

dan kompetensi. 

Kerangka Kerja = Struktur konseptual yang digunakan untuk 

memahami, mengembangkan, dan menerapkan strategi atau 

kebijakan. 
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M 

Manajemen Perubahan = Proses, alat, dan teknik yang digunakan 

untuk mengelola sisi manusia dari perubahan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan dan memaksimalkan manfaat. 

Model Pendanaan = Strategi atau metode yang digunakan untuk 

mendapatkan sumber daya finansial untuk mendukung proyek atau 

inisiatif. 

 
S 

Stakeholder Engagement = Keterlibatan dan partisipasi aktif dari 

semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan 

keputusan atau dalam proyek tertentu. 
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